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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang  

 Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 

melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah 

melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan ini 

mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjujung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM).  

 Menurut Muladi dalam (Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995:45) Hak 

Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang 

mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Hukum pada 

dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan 

atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. 

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus 

memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. 

 Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Anak 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan 

keberlangsungan bangsa dan negara. Hak anak juga dijunjung tinggi didalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 yaitu setiap anak 

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. 

 Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam (Hukum Penitensier 

Indonesia2012:62) hal yang terpenting didalam hukum pidana anak adalah masalah pidana 

dan tindakan yang sifatnya mendidik bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana. 
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak 

merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian 

perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat. 

 Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya 

agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memperhatikan 

kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa 

anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat tetapi melainkan 

sebagai anak yang tesesat dan butuh pembinaan. Selaras dengan hal tersebut dibutuhkan 

sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk melaksanakan hak-hak anak sebagai 

warga binaan selama anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk 

mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Perlindungan hak anak menjadi penting, 

karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. 

Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi 

Manusia. 

 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yaitu: Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban 

tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

 Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak 

berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu 

perhatian khusus. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental, sosialnya, anak 
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membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termaksud perlindungan hukum baik 

sebelum maupun sesudah dilahirkan. 

 Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran 

atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, 

kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan 

perkara tersebut, maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan 

hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran. 

 Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan dan 

dilakukan dimanapun anak berada seperti halnya berada di Lembaga Pemasyarakatan. 

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan 

yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan 

penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat 

situasi dan kondisinya. 

 Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang- Undang Repubik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya 

disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain: 

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki 

harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; 

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan 

perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; 

3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak 

(Conventation On the Right Of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum 

terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
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 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan TataCara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai 

hak sebagai berikut: 

a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; 

b. Berhak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani; 

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. 

Perawatan jasmani berupa: 

(1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi; 

(2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan 

(3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 

c. Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 

d. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 

e. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugasatau sesama 

penghuni terhadap dirinya; 

f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa; 

g. Berhak mendapatkan upah atau premi; 

h. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu 

lainnya; 

i. Berhak mendapatkan remisi yang selama menjalani masa pidana berkelakukan baik;  

j. Berhak mendapatkan asimilasi; 

k. Berhak mendapatkan pembebesan bersyarat; 

l.  Berhak mendapatkan cuti bersyarat; 

m. Berhak mendapatkan hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. 
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 Dengan demikian anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus 

menghabiskan hari-harinya sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun di penjara karena 

telah melakukan suatu perbuatan yag melanggar hukum. Meskipun mereka harus 

menghabiskan hari-harinya didalam penjara, mereka harus mendapatkan hak-haknya dan 

melakukan kewajibannya sebagai anak. Hal ini disebabkan Anak Didik Pemasyarakatan 

juga digolongkan sebagai subjek hukum. 

 Anak memerlukan kondisi atau suasana keadaan lingkungan yang memungkinkan 

mereka tumbuh secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anak 

menjadi manusia dewasa. Dengan kata lain bahwa anak yang berhadapan dengan hukum 

tetap diperlakukan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya yang mendapatkan 

perlindungan khusus dari negara. 

 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang merupakan salah satu 

tempat bagi warga binaan selaku anak pidana dalam menjalani masa pidana penjara. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang berdiri pada tahun 1967. 

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No. DDP.1.4/8/17 di 

bentuklah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sesuai 

dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI tanggal 23 

November 1974 No.DDP.1.4/141/B. Secara geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Palembang terletak di jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung 

Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas tanah 

13.318 m2 dan bangunan 7881 m2. Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah sebagai berikut : Gedung Lembaga 

pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dibangun pada tahun 1967 dan telah 

mengalami Perehapan Gedung Perkantoran pada Tahun 2004 berupa pembangunan Blok 

Hunian 2 (dua) lantai dan Komponen ruangan perkantoran. Kapasitas tampung Narapidana 
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dan Tahanan adalah berjumlah  500 orang, sedangkan jumlah penghuni 200 orang rata-rata 

pertahunnya.  

Gambar I. Perubahan Gedung Kantor sebelum dan sesudah perubahan menjadi 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang 

Berdasarkan Surat Sektertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor 

SEK.PR.01.01-88 tanggal 29 Juli 2015 tentang Peresmian LPKA dan LPAS Kelas.I 

Palembang telah diresmikan Perubahan Nomenklatur yang semula Lembaga 

Pemasyarakatan Anak Kelas.IIA Palembang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas.I Palembang, acara 

peresmian dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 2015. Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas I Palembang 

merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. 

 Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah 

satunya tempat untuk melaksanakan hak anak didik pemasyarakatan. 

Pada saat penelitian data jumlah anak yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas 1 Palembang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Palembang 

Tahanan Narapidana 
Jumlah Napi + 

Tahanan 

A.I A.II A.III A.IV A.V B.I B.IIa B.IIb B.III  

- 2 - - - 69 18 3 - 92 

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Tahun 2019 

Keterangan: 

A.I :  Tahanan Penyidik (Polisi) 

A.II :  Tahanan Penuntut Umum (Kejaksaan) 

A.III :  Tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN) 

A.IV :  Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT) 

A.V :  Tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA) 

B.I :  Narapidana yang dipidana lebih dari 1 tahun 

B.IIa :  Narapidana yang dipidana lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun (12 bulan) 

B.IIb :  Narapidana yang dipidana 1 hari sampai dengan 3 bulan 

B.III :  Narapidana yang menjalani hukuman kurungan termasuk hukuman pengganti 

   denda (subsider) 

 

Tabel 2. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kejahatan 

 

No. Jenis Kejahatan Narapidana Tahanan Jumlah 

1. Pembunuhan 10 - 10 

2. Pencurian 18 2 20 

3. Perampokan 19 - 19 

4. Penipuan 1 - 1 

5. Narkotika 10 - 10 

6. KUHP/Pidana/Kriminal (Umum) 2 - 2 

7. PerlindunganAnak 24 - 24 

8 Lain-lain 6 - 6 

Jumlah 92 2 92 

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Tahun 2019 
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 Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berada di LPKA Kelas I 

Palembang yang telah melakukan tindak pidana. Walaupun anak-anak tersebut berada 

dalam LPKA, anak tersebut berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, kaitan antara implementasi dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan. 

Permasalahan yang pertama ialah adanya anak didik pemasyarakatan yang tidak 

mengetahui hak-hak yang harus mereka terima. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan 

adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga 

dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu 

Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas 

kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. 

 Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai 13 hak yang berhak mereka dapatkan. 

Tetapi sayangnya banyak Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak mengetahui ke-13 hak 

tersebut dan hal itu sungguh sangat disayangkan karena hak-hak tersebut merupakan suatu 

hal yang harus  mereka terima ketika Anak Didik Pemasyarakatan tersebut sedang 

menjalani masa pidananya. Anak Didik Pemasyarakatan hanya mengetahui hak-hak yang 

pokok saja, seperti hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk memperoleh pendidikan, 

dan hak untuk menerima kunjungan. 

Permasalahan yang kedua ialah kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Fasilitas 

atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan 

peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program 
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atau kebijakan. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang  memberikan fasilitas yang 

baik kepada para petugasnya guna menunjang petugas dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai Petugas Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang 

memiliki 1 aula, 1 masjid, gedung sekolah untuk anak didik, 5 ruangan untuk masing-

masing seksi, 1 ruangan komandan jaga, 1 ruangan riksa, 1 ruang tunggu kunjungan, dan 1 

koperasi untuk pegawai dan anak didik 

Berdasarkan penjelasan diatas, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang memang sangat dirasakan. 

Terutama pada petugas yang di Seksi Pembinaan. Pada Seksi Pembinaan, Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang  mempunyai 3 pejabat struktural dan hanya 

mempunyai 7 jabatan fungsional umum. Hal ini jelas tidak sebanding dengan jumlah Anak 

Didik Pemasyarakatan yang akan diberikan pembinaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai “Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang)”. 

 

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuaraikan sebelumnya maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Palembang? 
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C.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak Anak Didik Pemasyarakatan di 

    Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak-hak bagi Anak Didik 

Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Kelas I Palembang. 

b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara 

Khususnya pada konsentrasi kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan 

untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. ManfaatPraktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak bagi 

Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Kelas I Palembang. 

b. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan 

masukkan terhadap permasalahan yang menghambat pemberian hak-hak 

bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas I Palembang, khususnya menyangkut implementasi di 

bidang kebijakan publik. 
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